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BAR I

PENDAHLILAN

A Latar Belakang

L

Dengan  ditetapkanma  bidang  ekonomi  sebagan wok  bemal  yang
merupakan penggerak  pembangunan  jangka  panpng kedua, vang sahing
berkatan dengan kualitas sumber daya manusta maka priontas pembangunan
lima fahun kedua adalah pembang

dengan keierkaitan antara g

”"ﬁ"'w - sekir @ badang ekonomm

< ol
vang memuat caf rang ha 55 muka Pengadilan

ISSULA

Moleluwinela

Dapal diambil kepastian bahwa hukum acara perdata adaish rangkamn
peraturan  yanp mengalut  ienang bagammana  caa mengajukan  2ugatan,
memenksa soia memutus perkara dan melaksanakan  pwiusan Pengadilan,
Dengan demikian  hukum acara  merupakan jalan  atau  cara  untuk

mempertahankan dan melaksanakan hak serta kewa pban seseorang dengan baik.

" Wiryone Pradjedboro Mukum Acars Perdziz d hdonesia, Shar Banduny 1984
hal 15



Tuguan suaiu poses d muka Pengadian adalah agar suaw perkara dapat
dipenksa dan vang pada akhimiva memperoleh pumisan habim vang berkekuatan
huk w1y tetap, vanu sudtu putusan hakm sang tdak dapat dubah lag

Pasal [ dm 10 asal (1) Undang-undang No ¥ ‘Tahun [970 tentang
ketentuan Fokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan

Pasal 1 . Kekuasaan Kehakman adalab Kekuasesn Negara sang merdeka

untuk memeienguarakan

gradifan guna menegakkan hukum dan

e ™

Rclwham}\ﬂ UNISSULA

udakiah mullak

. _ Lo (IO 6 | S S i -

silatnva. karena tuvhSidms hakinl adalab nomkinend gakkan hukum dan mencar
hatm rena “1' LA Lely I@%‘Mﬂ# - /

dﬂﬁﬂr‘dﬂmf SeThil ASBS-Aaan Satil e e B e o e e L"I'ﬂ]l.ll pﬂfkﬂrﬂ-[ﬂrkﬂra

vang dihadapkan kepadanva. schingga kepulusanma mencenminkan Perasaan
keadilan Bangsa dan Kaksat Indenesi

Pasal 10ayat{l) Kekuasaan Wehakiman dilakukan olch

Pengadilan dalam ingkungan

a Pengadilan Umum

b Pengadilan Agama



¢ Pengadilan Milier
d Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesum Pasal 10 Avat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa
Undang-Undang 1m membedakan anlafa empat lingkungan peradilan masng-
masing mempunval hngkungan wewenang mengadi tenen':u dan melipun
Badan-badan peradilan ungkal periama dan ungkat banding, Peradilan Agama.

Peradilan Miiter, dan Peradian Tata Usaha Negara merupzkan peraditan

arentl alau mengenat golongan

o radlian haz rakyal pala

un;mma | : | LA;M *»?& )
7 S\

khusus, karepa mengadil) peffa[ el

1989 1eniang P /

Pasal 2 U *tﬁ‘h butkan Bahwa

. UNISSULA /i
eradiian  Agama \#’MI@P]‘D* Ln./

berapana Islam mengEnar porarates diatur dalam Undang-

an keadilan ‘ang

Undang

Sesua Penjelasan Umem Undang-Undang No 7 Tahun 1989 angka ©
menyaiakan Vengadilan Agama adalah salah  saws dann empat hngkungan
peradifan negara yang djamin kemerdekaannya dalam menjelankan tugastiva
sebagamana diatur dalam Undang-lindang teatang Ketenwan Pokek-Pokok

tekuasaan Kehakiman

LY



Mengeni kewenangan Pengadilan Agama secra jelas diatur dalam Pasal
49 Ayatr(l.2, dan 3), Pasal 50, Pasal 52 Aym (I dan 2) Undang-Undang Nomor
Frahun 1989,

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198Y menelapk an:
1. Pengadilan Agama berigas dan berwenang memeriksa, memutes  dan

menyelesaikan perkaraeperkara d lingkat periama antara orang-orang yang

berapama Istam di bidang:

B prkawinan,

perkasvinal

3 Bidang ku*:'_ '

perbagian harta

Sedangkan kewenangan yang lersebut dalam pasal 52 ayat (1) dan {2)
undang-undang tersebu, berbuny

(1} Pengadilan Agama memben kelerangan, pertimbangan, dan nasehal lentang

hukum Islam, kepada Instansi pemerintah di dacrah hukumnya, apabila

diminla,



{2} Sclan wgas dan kewenangan sebagaimana yang dunak sud dalam pasal 49
dan pasal 51, Pengadian dapat diseraht lwpas dan kewenangun lain oleh
atau herdasarkan undang-undang

Meskipun demukian  Penpadilan Agama  dalem  melaksanakan kewenangan

: .

lersebut, dengan sendininya vdak dalam benwk pendlapan dlau puiusan e

akan berbentuk surat biasa

Hukum Materit yang trerlaku bagl Pengadilan Agama adalah Insiruks:

sellg ‘ s f 4 Undang-
ncang N & . -m Agara yang
Beriaku padd " M-Mﬁam’mm 7 -' ¥ acdalah 1 luk wmn
Acura I’-:rdal;a? ! ; gan  Pengadilan
Umum kecunh 3 ndang mi

Olch karend W f 2 ;"‘,—, 1k : alay tekms yustical
dalam bngkungan bfAg e Cans- dengan-id sradilan dalam perkara

perdata & ingkungan Peradian Umum . Dengan Ghinma T No, 7 Tahun 1989
wrsebut sudah barang lenu membawa konsckuenst wias boy Badan Panpaditan
Apama, dmana salab sal tugas pokok  tersebul Pengadilan  Agama  dapat

melaksanakan sita dan melaksanakan putusan/eksckust



Dengan adanya pelaksanaan sita (s#a jaminan) sudah barang teniu wgas
dan kEJurusiLaan menjadk berambah  khususnva 1entang pelaksanaan sua
Jaminan merupakan pekegaan yang perfu mendapatkan perhatan scrus.

Salah satu undakan yang mendabulit pemenksaan dimuka pengadilan
adaiah yang menyangkut peictakan sfa jamman Persoalan i sangat curmt an

apabila dilakukan dm ean ceroboh, mudah mendatangkan keruman kepada vang

bersangkutan Oleh karzna stu sita janunan haus dilaksanakan sesuai dengan

perkataan lam pL e n ¢ Oy,
\\ UNISSULA

! Sucat gugsl Hi sebul belum nampak,
\mﬂiﬁgiwl mla //

4._:;._ it dapar dipenmahkan

Apabila sm
L]
1

etapy bare tampak

selama proses berlangsung. Perkataan “scbelum perkara fersebul mempunyal
kekuatan hukum yang tetap menunjukkan bahwa permohonan comervatir
besag dapu dupiken kepada Pengadilan Tinggs selama perkara  pokekna

hefum dipwus dufm wxaf banding.



Guna lebth mengeshin teniang pelaksanaan sua, maka penulis dalam
skrps: m: akan memampakan judui tentang CTINIAUAN YURIDIS
SITA JAMINAN DALAM PENGADILAN TINGKA'T BANDING PALA

PENGADILAN TINGG!I AGAMA JAWA IE NGAR™

'erumusan Masalah

Dalar Hukum Acara Perdata dikgnal lembaga sia jarmnan berdasar hat

tersebul permasalzhan yang diajubs sehapm berikot
s .

|. Apa xang menjad

Jawa Tengah "/‘4

2 Sapa | kara peic
urtgkat b
3 Apa e . an kehug? i }Jada P AIPIA?
i
Tujuin l'i:n{"lil';; u N ' sus u I—A
\

- { L 3
Adapun W ﬁ"*J-!as{;’ 1&*@{_‘,% dhaliam ENtian 1 adatah

I Unuk mengstar

sna jarminan  pada
Penpadilan Tinggr Agama Jawa Tengah

2Untuk mengetahm siapa sang berwenang dalam menjatuhkan sia Jammnan
pada saal perkara tinghat banding

3 Unwk mengetahur keuntungan dan kerugian dare pengajuan sia jammnan

kepada Peagadilan Tinggr Agama



b

keeounnan Ponclitian

Unek mendapatkan mlormmast alasan diajukan permohonan sta jaminan

paca PTA

JUntuk mendapatkan wformast lentang yany berwenang dalam menjatutikan

sita jaminan pada sadl perkara ungkal banding

3 Mendapatkan informasi wntang keunwngan dan herugmrn dar [eagijuan sia

T4

jamingn kepada P1A

UNISSULA
yany h-.:rtu11ua131 OmpTaL | asalah vang terjadi

schubungan dun i t1-l-l'.HllII;L‘1'II;|I:'iIIﬂ!

spostikast !\’(( k, vaitu penchpan

BAalsa secit Sislemans

wntuk mendaputkan kepelasan mengenal cary yang dapit duempul untuk
menyelesarkan permasalaban apabila lerdapal masalah dalam peneliian mi
Metode Pengumpuian dalz

Drara yang dikumpulkan erdin dan

1 Dkua Primer



Metode pengumpulian daa yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih  dahulu  penanyaan-
peranyaan sebagal pedoman yapg wWlah disusun terlebih dahulu oleh

penulis kepada mstansi terkan

2 Da 1 a Sckunder

Penplis mengumputkan dala dan bahan-bahan yang bersifat lconus yanu

yaitu  data

rkan dalam

F. Sistematikn Penulis

Untuk meng ¢pintas dibahas

melalu uraian sebagar herikut

BAB

! PENDALEAN
A Latar Belakang Masalah
B Perumusan Masalah
C Tujuan Penchtian

[ Kegunaan Penehian



E Metedelog Penelinan

F. Sistemanka Penulisan
sk N TINJALAN PULS TARA

A_ Pengeruan Sia

B Pengerian Sua Jaminan

C Tupan Sna Yamnan

[ Taia Cara Permehonan Bandmyp

BAR Iil

Il'i e i [juan Sita jaminan

UNISSULA
ity Goflebsmria

A

BAR I¥  PENUTLP
A  Kesimpulan

B Saran —5aran



BAB I

TINJAUAN PISTAK

A PENGERILAN S1T A

Dalam hukum acara perdata sang diawr dalam HIR alau Rbg, dikenal 3

{lga) jems penynaan yanu

I, Sta Lksekusi (Pasal 197 1R/ 208 B

1.
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3 Sua Consenatoir (Pash

ad l Sita Ekse ki
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ENgan masd

hal  suamu

15 ICRCD '- yohonan kepada
UNISSULA ’

- % .
Keta Penpadils ﬁ;‘f’ﬂr-‘m&%’ !@pﬁbﬂﬂlﬂ;}'{;ﬁml‘_m At dilaksanakan ®

ad?2 Sita Rewndicaton

Pasal 226 awa | IIR; 20 Rbgo memyatakan bahwa apabila scorang
pemilk barang bergerak sanp berada @ tapgan orang lan, dapat meminta
dengan surar atau ksan kepada Kemwa Pengadilan Agama dalam daerah

hukum s pemepang barang beérgerak terscbut berada. agar pengadilan

© Hensyah Sabam, Jweusds dee Papstwgr it 1ockisr e Pongendrlan Agamd.
Jakarta, W90 Ha 6



melctakkan ska atas barang bergerak milik penggupal vang berada o
langan orang tersehut |

ad3 Sua Conservatow
Menurat Pasal 227 HIE: 261 Rbu permoitonan sfla conservator dapat
diajukan terhadap barang-barang bergerak maupun vang ndak bergerak

kepumaan tergupat Permohonan wrsebat brasama dimuat bersama-sama

dalam sural  gugatan  poidk _dengan  mengapkan  alasan vang

}/con%na{mr

berasal don & it [Jkna consenalor

beslag ralzh ul}\ u N i 5% u L A. it okch perbuatan
1ervupat’ m"M Ié@bwh

Nementar it eROTEE—Tarve  TISRIp—PenEetian &l CONSENVatol
bestag ke dalem bahasa Indonesia. wang dapat dibakukan sebagai standar
bihasa hukum Ibhdonesia maupun dalaen  prakick hukum d hngkungan

peraditan, adatah -

a Sua Pengukuhan

' Removutan Soaneo dan [skandar Oeripkanawinad, Mvkem Avere Vodaia dhfame Teese
ek Prokivk | Bandung, 1985 et 92
*idem hal 99



Ketepatan 1shlah m dapal dibenarkan sepanjang perkara sengketa huk
mulik, misatnya dalam persengketaan |lak Mk atas Gnah, oleh karena
wyjuan yang hendak dicapar dalam persenpketaan Hak Mk tansh alah
permintisan  kepada  pongadian  ggar pengpupar  dimyatakan  sehasa
perulik anah yang dikuasar olch wrpugal Consesatoir beslag dalam
kasus e dizhhbahasakan denpan perkaiaan sna penguhuhan sehab Lupuan

pugian dalam hal m darahkapZiepada penuniaan kepada pengadilan

-
=
-'J
A .

= g 1R, aan pengaddan

\ v
nmngukuhk ik poatrensia, bukan / adihan sig aku

!

m:.:ngahndlkur\
eA

pgrn;.h d|_1umpai pulidsan pungﬂdﬂim AN MIQImUAL  pernsataman

azannya yang tdak

pengabadian lak milik®
¢ Sda Jamunan
Istlah sita jumman sccaa harlish maupun dan sep  yundis lebihy

mendekate makna conservatnr Deslag, wvatle sue vang diletakkan baik

" Yahsa larahap, Fomasiichor dim Pocrgpag Sid Jomnnae (Consrradon fedagy,

Fustaka, Bandung, 1990, hd 4



terhadup harta yang  disenghetaban maupon erhadap hara kekayaan
ergugat.  Sia Jaminan  bertwpuan  yntk  memben  jaminan  kepada
penggugat agar hana yang discngkeraban alau hak milik tergupat tetap
ada dan wwh sehingga sa e memben jamsnan kepada petweusal bahwa
helak  gug alannya Udak dlusorr 7 odah bampa pada saal  potusizn
dreksekust Istilzh conservatow beslag vang berlaku umuk pengadilan d

Indonesia  termasuk  Pengadidan diabhbahasakan ke bahasa

arn Pasal

Apabla ads pc? g alass ; oiaty, schelum
/]

adama Keputusal “ w ﬁ gs u Lﬂ. / .

barangma (melank ﬂlh’fwyléﬁ‘?tﬂllifj.---ff-'.flt*!.? o fidak tetap dengan

g membawa

mak sl ahan men jauhaa ] ; iaeil Ay, Taha alas perminiuan
orang yang berkepentinpan (penggueal) maka Kewa Pengadsan Newen dapat
memenntahkan supaya memata barany unwk menjaga barang Mu alas nama
ofang yang mengajukan permmiaan tersebut”

Piesal 197 HIK e

- Yunspritens A 1A No S0TK/SIPIDTA18 74 MA Republik indonesa, 1984}
" Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oenpkanawniata, ko CGa. hat 92

J4



Orang  yang dipanggil  dengan  patut untuk metaksanakan  keputusan
pengaditan udak mau  datang  karcna jabatanma,  Kewa PN dapal
memenntahkan untuk menyia barang-barang yang tdak tetap, apabila barang
i bdak mencukupr maka dapal menwmita barang yang etap sampat cukup
atkan pangmenti uang "

Sedanghan menurut Duror Mansur, 511 pengerian sita jaminan dan sgn

wndis alah imdakan hukum yang diambil pengadilan terhadap  benda

I
Mambl Pengadiion
Utusan, adakalunya
sity jamnan TR T scHIeTmmEEa  lereugat, sebelum
pengadian memenksa pokok perkara. Sening sita wu ditakukan pada saa
proses pemerksaan perkard sedang berjalan, sebelum hakim men jatuhkan
pitusan, seolah-olah pengadilan wlah menghukum tergogar lebih dahulu

sebelin pengadilan memsatakan tergugat bersalah berdasarkan

" Subiyakito, Moy enaf HER. Digmbatan, fakara, 1996, Hd 21

Y Dunr Mansur, Peeticeto bkt Aumenhan g Saovoh Permesatahony ki
Furge cufeleary Brogane Ageewniet, Yopyakana 1996, 14 2

¥ Yahss Harshap, Op Cn 1l §

13




I

putusan, tergugat ielah digatuln hukuman berupa penyitaan harta sengketa
atau hana kekavaan terpupar hu sehabnya tindakan penyiaan merupakan
indakan hukum yang cksepsional

Letak eksepsional tersebut dapat diraba darr makna sang 1ersirat
pada kelentuan Pasal 227 IR atau Pasal 261 Rbg, vakm sebelum pulusan
dijatwhkan  pada tergugal atau  puiusan sang  menghukumnya belwm

mempunyal  kekuatan  hukum

perinlh

&2 ‘
UNISSULA /e

penyerahs :::"'"!-L:ﬂ&} lé{i??ﬁiﬂ_,lq:&ﬁpl@ yang berkekuatan
hukung yany ak dilan juikan dengan
penjualan  lelang  mcluna%  pembasaran huwtang  lergugal  kepada
PEnPELTaL
b Bersifat wmporer
Apabty  hakim  memennizhkan  pengangkatan sma Perintah

pengangkatan sita gaminan yang scperu lerjadh berdasar pade Sural

penelapan pada saal proses persidangan mular bedangsung, dan bisa

16



Juga ditakukan hakim sckahpus saa menjatubkan putusan, apabila
ausatan ditolak.

Dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 1entang Peradilan
Agama, dij¢laskan bahwa pelaksansan soa jammman dilakukan oleh Juru Sia
Juru Sia Penggant

Sebagarmana dijelaskan dalam Pasal 103 avat 1 Undang - Undang No¥

tahun 1939, bahwa jury sna berwas |

b Menvampalkan peny i X e pongtapan

erluan — ketentuan

C.
d an pada mhak
Sedangkan dalam Sna herwenang

s, -

Dalam LEII.’.‘H Fr-u-'l.-lrauu.".lr-_-.'_*":' ity ans ! 1 A—w = Uﬂ{iﬂﬁg ND. ?

tzhun 1989 discbutkan babwa scrmua peraturan pelaksanaan yang lelah ada
meny cnal Peradilan Agama dimyatakan tetap berlaku selama ketenluan baru
berdasarkan Undang — Undang i belum dikeluarkan. scpanjang peraturan wu

tidak berteniangan dengan Undang - Undang m

17




O TUIU AN S5IFA TAMINAN
Tupuan  ulamanya adalah  agar  teruugat udak  memindahkan  agu
membebankan hartanya hepada pihak hetrga
lnlah salah satu njuan sta jamnan, menpaga kebutvhan harta terperkarg
alau  harta  kekavaan tergugal, selama  proses-proses  pemerhsaan  pethara
bertangsuny sampae perkara memperoleh puusan yang bethekuatan hukum yang

tetap Dengan pernmtah pensiaan atas hanta tergugal man hana senghen, secra

huk um telah tegamun hebutuhan b /’/\\ b

ketentwan  Pasal / : g i sejak tanguad
pendafiaran dan u N H s‘g u LA ukumma  seperll
vang digtur dalam Pase ?E:+ﬂli'."-jjﬂc___;}£tb I’:.-;,::.H.?L_J:
a liukum melarany —“ﬂm“““ an atay memindahkan
barang staan kepada siapapun
h  Pelanggaran awms larangan penjualan atau pemindahan barang stiaan diancam
dalamn Pasal 119 HIR
bl dan sem perdatama
Jual beb atau pemundahan u batal demi buk um

b2 dan sew pidananva

(4]




[Dhancam oleh 1Pasal 231 Knab Undang — undang Hukum Pidana

I TATA CARA PERMOIONAN BANDING
Tata cara permohonan banding dudur dalam Pasal 182 sampa Pasal 194
HIR atau Pasal 199 sampar 205 Rgb Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 o
Pasal 5 Undang - Undang Daruwrat No | rahun 1951, pasal-pasal iersebut

dihapuskan dan dinyatakan udak berlaku, sebapa ganunya dipunakan ketentuan

f
a 4€ AR diucapkan pifak

b 14 han sc;al-:ll ahikarn.—apstrapemohon bandmg  udak
hadir pada saal putusan dcapkan dipersidangan
¢ Jika perkara pradeo, terhitumg 14 han dan lenggal pemberitahuan
pulusan godeo dan Pengadian Tinggl kepada pemohon banding {Pasal
Farat 3)
D Pengajuan permohonan bandimg disampaikan kepada Pamua Pengadilan yang

memutuskan perkara sang hendak dibanding




3. Yang berhak mengajukan permohonan banding:
a2 Pihak vang berperkara, alau
b  Kuasanya, dengan Syarat Icbh dahulu mendapat surat kuasa khusus
uniuk Mu,
4 Bentuk permintaan banding
a Bisa dengan hsan

b Dapat dengan tulisan

5 Biaya banding

a arat forrmi permohonan
banding
b 3 »
| 1447,
 pembayaran
4 Kalau syaral fhk - ‘ ) paw tenggang 14

hari dan baya Bandy Lielsh 3“ Soleiune b i/ i
\————/\—-"—""‘ arl /akla banding dalam

sekaligus embuat=akta—tamdmg=sore
berkas perkora sebapar kata! bukti bagl Pengaditan Tinggt tentang adanya
permohonan  banding, scria  sebagar  afat penguji  apakah permohonan
melampau! tehggang waktu atau tdak.

7 Juru sila menvampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada prhak
lawan berperkara. Beniuk pemberstahuan berupa akia relaas pembentahuan

banding kemudian melampirkan telaas tersebut dalam berkas perkara



7

Juru sita memyampalkan pembentahuan permobenan banding kepada prhak
lawan berperkara Bemwk pemberahuan berupa akia relaas pembeniahyan
banding kemudian melampirkan relaas tersebut dalam berkas pueekata

Mepyampaikan pemberitahuan Inz ag €, amnva hesempaan mempela jan
bethas petkara pemberitshuan nzage difakukan oy sta selambat-lambatnya
{4 han dan tznpgai permohopan banding dan pembaatan wzrge disamparkan

para Tenpuang wakin memper punakan

kepada hedua belah mhak yang berper

um bham
wiap s

handing tdak ﬂ H i g‘g u i A wang fercantuny
dalam memon b }ﬁﬂ-l.w U é)."ebw ”-*JLL_ sapft meringl sall

persatu keberatan-heberatan—yang-dwiarakan-dulam-meron banding

Satu bulan scpk tanggal permohonan banding. berhas perkara hans sudah
dikinm ke Pengadilan T

Ketentuzn i bersifal inpe ranf dalam ati penintah karena dalam Pasal 1l asat
2Undang - Undaoe 20 Lhun 1947 wrdapat kaa “harus dikinm kepada
Pengadilan  ‘Dngw  sclambat-tambainva  saw  bulan  setelah  menerima

permintaan bandmng




PEMERIKSAAN TINGRAT BANDING

Pemenksaan Perkara

Secara gans besar pemeriksaan tingkat banding dengan ungkat pertama
terdapal perbedaan, perbedaan uwtama gerletak pada tata cara pemenksaan
Proses pemenksaan pada peradilan ongkal pertama bersitat hubungan antara
hukum dengan prhak-phak sang berperkara dan saks-saks Sedanekan

pemerksaan pada tingkal  bundmyg, e $esuar denpan  kerentuan Pasal 11

"enpag i il o1 : medalui

pemerksann

. [/ —
ENISQULﬁ : ad sebelum

- L3 [ ]
AN ﬁ‘“"lnLﬂ_!_y I iﬁlﬁﬂ!ﬁ!ﬂﬁmm!ﬁm i yang amarnya

b Pemeriksaan tambahan dapat dilaksapakan sendm oleh Pengadilan
Tmgp
Unwk nu, dalem amar puesan sela hares  diegaskan  bahwa
pemeriksaan tambahan dilakukan sendin oleh Pengadilan Tingg

¢ Pelaksansan pemenksaan lambahan diperintabkan kepada penpadilan

yany memerksa don memutushan pada tnghat pettama



Pemeriksaan tambahan  dipenntahkan  pelaksapasnnva  kepada
pengadian yang semula memenksa dan meémuius padz tingkat
pertama, Apalagl pka tempat tinggal pada mhak jauh da hukum
kantor Pengadilan Tingg: lebih tepal pelaksanaanmvz dilimpahkan ke
Pengadidan Agama semula.

3 Pemenksaan tngkat banding dilakukar dengan majhs

Fal e duegaskan dafam Pasat 1i.asvat | Undang - Undang Mo 36 1zhun

ketentuan-ketentuance

.
. /13

Hangkauan netl

.
/ U

PLEUSan ﬂl\\\ “ h isvb AL Lﬁ ‘iﬂﬂgkﬁlﬂ. SgLara

keseluruhan el ol UL f-:f’“ Pasal Lm. - i - Undang No X0
tabun 1947 yanr—b ar 53 radtia Negen yang bukan
pulusan ekhir, hama dapal dimirta banding bersama-sama dengan
putusan akhir”.

b Puwusan banding ndak bokh melampaus kewenangan mengadily
Jka putusan pengadilan ungkat pertama bau berupa putusan akpir

mengenal  kewenangan mengadil, Pengadian Tmgg dalam ungkat

bandme tdak boleh memerksa dan menpadih pekok perkara Misalnya

&3



Pengadilan Agama menjatubkan putusan vang menyatakan dinnya ndak
kompeten mengadil: perkara yvane diajukan @l2s alasan bahwa perkara
tersebut kewenangan mengadih Peradilan Umoms Peradilan Agama lain.
Terhadap putusan  tersebut pengaditan mengajikan bandmg, Dalam
petnertksazn tingkat banding, Pengadilan Tinggn Agama berpendapat
bahwa Pengadilar Agama varg bersangkutan berwenang mengadih,

fantas Pengadilan Tinggt Agama_langsung memenksa dan memutys

pemenksann I ; “mcnl.:saan tngkar
bandmng Peputus bervenanyg

Dalam | * t TpetesL gdilan Tingg

fika suatu pd vhat tereuent fe S prang, yang mana
UNISSULA
pihak terguya ‘:L*Efrlig.';ll éﬂ'«wj‘: WISt VB3 apabila pengajuan

permgphonan ba Tae Tty ANk GhaT ol Sar Orang. saja, dalam hal in
pemernksaan dan pulusan Pengadian Twgg dalam ungkat banding harus
meliputt  selurub kepentingan pihak terpusan meskipun yang banding
hanya satu Orang

Permohonan bandimg  tergugal tdak  bolkeh menguntungkan  pibak

penggugat.



Sebab tujuan banding dan phak terpugat bukan untuk kepeningan plhak
penggugal, tetapn uniuk kepenlingan dan keuntunpan dirmya

Permohonan banding yang tdak memenuht syarat formi

Scuap permohonan  banding  yang ndak  memenuh, syaral  forml
mengakibatkan permohonan bandmy tidak sah dan permohonan banding
akan diyatakan udak diterma  Permohonan bandwmg sang udak

memenutn Syarat formil vatu:

UNISSULA
el Zoal Lol




A

Bl Wi

HASIL PESELTTTAN DAN PEMBAIASAN

EASIL PENELITIAN

1. Alasan Permohonan Sita Jaminan Pada Perkara lingkat Banding
Setiap pencan  keadilan lemu menghzrapkan agar keaddan dan

perhndungan hukum svang diperofehmy 2 menjpad  kenyataan dan bukan

merupakan puiusan yang hampa katena udak dapat dicksekumi akibat

tndakan dan phak lawan yang elshdmemmdahkan aiay merusak barang —

barang sengheta atau ba 3 an jannnan dalam sualu

diadakan ndak rl \ UN l ss u LA
\""’ﬂ"l"!-y I@fpbl'élml,a. //
‘*-—_—-

HIR ndak dibenarkansiSinaEs 4

Paxal 227 avar 1

| tertanggal § Me

1984 No597k:51p1984-1. hal 165)

Selama mi yang mengad alasan diajukannya permohionan sta jaminan
pada perkara tngkal banding anlara lain, vang pertama adalah karena pada
saat perkara diperiksa pada ingkal pertama betum deajukan permohonan sia

Yang kedua, permohonan sia sudah diajukan pala pemenksaan tngkat

4



pertama fetapl belum ada penetapan sia dan hakim yang memenksa perkara
lersehul dan seielah adanya upaya hukum banding alan kasas  penggupat
baru mengaukan permohonan sia aminan

Pada umumnya permohonan sda @mminan diafukan bersama — sama
dalam gugstan pokok perkara agar pengadilan sebelum men jatuhkan putusan,
bavang - barang yang menjadi obyek sengheta tersehul dapat tethndung) dan
akhurmya pugatan penggueat apabila cnangkan ndak akan menjad sa

£

Berkatan dutigan L : ap pretkara  yang

dalam proses bandmu At ;. o ¥ ) w- ogas
kepada s@pa / 2 A \ v ank:

u N l s's u l. A i/ harcna disebul

*perkara maka harus".l1 ?vaf! g .f:"i,;l_&lﬁ wehovan pndu. Pengs ilan

NegenAgama  Apabila \JERETT=potole= Thisrinyr=—peratm’/ perceraan  sedang

dalany taral’ banding maka perkara pokok dan perkara baru sang menyangkut sita
terpisah sama sckalt

Terkat dengan hal i ada hakim yang  berpendapat  bahwa

pertohonan sia janunan tidak bisa lepas  dan pokok perkara karcna hakim

ndak mungkm akan memerksa permohonan sta jaminan lanpa  adanya

pugatan  pokok  Namun ada hakim  sanp  berpendapat  babwa  apabila

9



permohenan sita terscbut wg v dengan pokok masalab vang sedane diperiksa
& ungkal banding. maka Hakin Kewa Majels Pengadilan Agama dapat
memennlahkan kepada Kewa Pengadilan Agama untuk  melaksanskan
persitaan y
Berkaitan dengan permohonan sta dalam tahap proses banding, maka

Pengadilan Tinggr Agama setelah mencrima permohionan sia yamman dapat

memnjatehkan putusan sela, vanz amarmya amdara lan memenniahkan kepada

Banding.

Dalam bahasan benkut sm dijclaskan i1#a cara pelaksanaan sna
jaminan dot tata cara pengajuan permohonan sita jamnan datam prakiek &
Pengadilan Tibgy: Agama Jawa Tengeh. Dalam pelaksanaan sta jaminan,
Pengaditan Tingg Agama Jawa Tengah berpedomin padz Pasal 197 ayal 2
HIRZ atau Pasal 209 Bbg, schingsa sang mempumyar kewenangan dalam

memenniahkan sia jamman adalab Hakim Keta Majehs Pengadilan Agama



yang menyidangkan perkara lersebut, Dn bawah m dijelaskan mengenal

urulan pokok ®@ta cara pelaksanaan SMz jJamnan termasuk pebal dang

diperkenankan hukum untuk melaksanakan sz jaminan d lapangan

1.

Berdasarkan penniah Kewa Sidang
Landasan utama pelaksanaan sma jamnan, terlebhh dabulu dikeluarkan

surat perntah oleh keta sidanp atau kewa maehs sang bersangk wtan

Tanpa surat penntah, sita jamman ndak mempuny at kekuatan hukum yanp

& g\

3

s | 2L

vang sah dengan disens e ang-micamcnuln syaral - syarat

yang termuat pada Pasal 197 HIR' 0% Rbg wnuk melaksanakan
pensitaan Apabula sita jaminan dajukan denpan permohenan tersendin
dan diajukan pada saat proses perkara sedeng benalan maka pada waktu
majehs hakim akan mengabulkan permohonan sita tersebut, maka majeks

L ] L}
hakim memulus perkara déngan putusan sda.

! vama Aml SH. Hakin TinggiPengacilan Tinggs Agama Jawa Tengah,
wawancaa tngeal 10 Desernber 2HG



3

Pamtera melaksanakan sila jJaminan

Pejabat sang  becfungs) melaksanakan perintah pemviiaan alah Fanera,
jika Pamitera behalangan digantt oleh wakinya yang sah disertan 2 orang
saks), dalarn prakieh & Pengadilan Agama dilaksanakan oleb Juru 3ita
Penggant

Setelah uru sita mendapat perintah pelaksanaan sita maka terlebih dahulu

uru sha membentahukan kepada mhak, penhal pensnaan 1ersebut

dcﬂgﬂ" jﬂlaﬂ ﬂpﬂp .m!rT;-_-:r;lT."‘l'i'-l.-lr i1||_l':lﬂll-lilillll'ilﬂ‘l . pcgada'mn,dsbh

Selam it juru sna puga membeciahukan kepada Kepala Keluraban yang
mewilayah batang sitaan lersebwn berada meng enal penyiaan tethadap
barang ftersita, denpan maksud supaya dmumumkan @ desa schingea

dikctahw orang banvak

1I0es M AsanSII Haksm Tinggr Pengaddan Tinger Agama Jawa Tengah.
wanancara Anpgal B Desember 2005




Dalam Pasal 197, 198 dap 199 HIR dijelaskan tentang card dan siapa
vang melaksanakan penyitaan, yang pada pokoknya adatah sehagai berthut”
1. Permohonan sita, dapat diajukan pada waklu |

a bersamaan dengan sural gUgatan
b ditengah pemeriksaan materi perkara

¢ scielah pusan dibacakan sampai mempunyal kekuatan hukum €1p

II:t_3|

Penctapan sita olch Kelua Pengadilan atau Ketua Majels.

1_:-3

Braya sha

4 Polaksanaan sita
acara dan 151

po disita

imggalnya

1 borta aen .z Imenandatangani
UNISSULA
heriia acarg :".-:"J-«ngg | @bwh

. SakSi = 5 { “!'-_'“"’{h]lm-ﬂ'rltqui- -

igadilan, sendak -
ndaknya harus sudah dewasy dan orang yans dapal dipercasa,

4 Pensitaan boleh dilakukan atas borang — barang yang bergerak juga
yang berada di tangan orang lain akan tetapi hewan dan perkakas
yang sungguh — sungguh bertnantzal bagi tersita untuk muenjalankan
puncahariannya tidak boleh disna.

17 g i tinglom Xttty dan Ishantir (usiphertadinets, Lot Ot bl 0K




e DBarang - barang yang tidak tetap yang distta itu seluruhnya atau
sebagian harus diarkan berada o wWwngan orang vang disita atau
barang — barang itu dibawa untuk disimpan di tempat yang patut.

{  Dalam hal barang — barang tersebui tetap dibiarkan di tangan orang
vang disita, hal il diberitahukan kepada Pamong Desa supaya kut
menRgavwas agar jangan sampal barang — barang terschut dipindah
langankan atau dibawa lari oich orang tersebut.

g Bangunan rumah grizsia yang Udak melekal pada

tanah {opstal bumi

/‘h#mhr

Kepala DesaSupava —perinal adanya—pensitram-barany, vang tidak
bergerak itu diurnumkan sehingga diketahut oleh khalayak ramai,

3 Sejak berita acara pemyftaan divumkan, pibak vang disita barangnya
tidak boich lawi memindahkan, memberatkan atau menyewakan

barang tetapmz yang telah disita kepada orang lain, perkataan

memberatkan & atas berati pula memborongkan, menggadaikan,

metehipalikkan.
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v Apabilz hat terschut diatas dilakuban maka tindakan tersebu batal
derm hukum
3. heuntongan din hersgian daci Penpajuan Sea faminan kepada
Pengadilan Tme_gi Agama
Dalam mengapkan  permobonan sita jamiman di Pengadian Tinge

Apama terdapar keunungan dankerugian

Keunlungan dan penga pa ohonan sita jaminan adalah pemohuan

.
. 7 i

perhara siks jaminan sampal pad.:l I[xnj_.adnlan ImLI».at banding d Pengadilan
Timgpr Agama Jawa Tengah, valu pedkara nemor 26 7PdLG/1998P A Sm
langeal 15 Apnl 1998 dengm  pamohonan  sta  jaminan  nomor
267TPAIGIBP A Smiangud 27 Agusius 1998

Penpadilan Agama Semarang pada tanged 27 Agustus 1998 iclah

memulus perbaa No 2 67 P GIYIBP A Sm, antara

‘-t
-r



SRl SUHARTININGSTH bt SUKARIMAN 3, umur 40 tahun, Apama
Islam,  Pekerjzan Swasta, terakhir beniempar sngeal d J Samo
Wibowo {27 Rt02 Rw07 Kelurahan Tlpgosan Kulon Kecamatzn
Pedonme n Kodia  Semarane,  yamg  selanjutma  discbut

PENGGUGAT -

R HARRY WIDARTO bin SUDARTO, wrwr 40 tzhun, Agama lslam,

Peckegaan Swasia, termkhir bertempat onggal & 1 Saimo Wibiwo

27 Rt02 Rw (7288 B dlogosan  Kulon  Kecamatan

T rhan surat Lamacs

| S
“’b*‘ga‘\\ UNISSULA

] L3
Dengan i perken? ruEﬂLu&'!@f?L!ﬁ;*h Jrioman sita jarunan

{C(}nsﬂnalu[r igﬂﬁl = "‘r‘"‘t."‘?ﬁ-'{':;'l'-'{‘ﬂ_l Ir'lll!..JlIIll 141 ﬂl.,bﬂ.iat b'cnkul

|, Bahva Penggupat telah mengajukan pupatan cerm terhadap Terg uoar ¢
Pengadilan Agama Scmarang, terdefiar dalam register perkara Nomor

267PMG 1998PA Sm tenanggal 15 Apnl 1998

1

Bahwa als supatan grschek telah diputus ofeh Pengadian Agamz pada
tanggal 27 Agustus 1998, Nomor - 267Pd1GI1998PASm ang amarnya

sebagam benkut




Menzadile
IDALAM KONVENSL
- Mengabulkan gupatan Pengguyal Konvensi --m———smsmommmeene
- Menyaiakan perkawinan Penggugal { SRI SUHAR TININGSIH binu
SUKARMAN S ) dowan Terwugat { R HARRY WINDARTO bin
SUDARTO} putus kacena perceraian dengan talzk bain shugrg----—-——----

pALAl A REKONVENS

'
a
=

L]
[+
T
B,
ol
£
=

i
=

B
2

=1
=
]

Terougat

50000000

: JNISSULA

- & [ ]
. 4 ﬁ:ﬂl‘-?_,yiér}aﬁi1_'&1'“;::;!“'.'?* b = 54 d N Samo

Wikowo 1] Blok TF s ATT SETIATANL, —-r-mmmm—essmsmemm

I

Sebush scpeda motor Honda Astrea (rand tahun 1992, wama Hiutam,

nomor mesin NCE 1091106, nomor sangka NCI1490573, nomor

polisi H 4354 GS;

(CF)

Sebush mobil Suzuki SA 410, Type Scdm . 1ahun 1986, warna by,
nomor mesin - F 108 D W0778 | nomor rangka © RA 410-004777,

nomor polisi : H 7813 A dan seperangkat alat untuk menialit; ——-----
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4 Sebuah kompwter Penbum 386 yang werdn dan momnor | haddisk -+
(D Room, Keaboard merk Roland tipe B2 e -mm e v eme e

- Adalah harta bhersama hasd wabha selama dofam perhawinan Pengpugat
Rekomenst dengan Terouga ek OMAC RS mn cm e smmmmmmme 2o oo -

» Memenntahkan kepada Penggugat Rekomenst dan Tergugat Rekomens

untuk membam hara bersama tersebut masng — masing s besor seperdua

bagian bak dibdey menun yudataupdzimg

e LT Y

w  dipindah

| -Er
tempatkan o Tl
\ UNiISSULA
- Scbuah mobi |3l _,,,;,E_,H @*”LJ i L‘L aama biru, nomor

mesin F 108 1D\ e v _""‘ f=titdt) 7 77, nomor polisi
£17813 Adan seperanghkas alat untuk menjahit.

- Scbuzh komputer Pentium 166 xamn terdin dan moniter | harddisk, = €1
Room. ke yboard merk Roland npe 12,

Oleh Pengadilan Agama Semarang seictah membaca sural tersebut,

Majehs Hakim sang memcrthsa dan memutus perkara tersebut membuka



persidangan hembal dengan penerepunma tanggal 7 Desember 1998 sang

ber b

b, Menelapkan permohonan pensitaan wersebul akan ductapkan lersendin

2 Memanggil kedua belah pihak supaya mercka ditang menghadap ke muka
sihang Pengadilan Agima Bemarang 1 Ronggolane Nob Semarang pada

han  Selasa langgal 15 Desember M98 jam 0900 Wil sekalgus

membawa suksi $aks yang akandidengar alau surat - surl yang akan

diapukan schagm  buku __,.;-:;:.*’ . supava  diserahkan kepada

MEnL tikan

qavaahin v s it 3G
- Pada o : !
hukunmnyd) : A L)

i

arn Kuasa

Mengetiat
putusin <al

= Hahwa padds i 5'!-. UL A gobut beluny dapay
puusan  dan """"'F'u'|".“.--!:J ‘:-':ﬂP g mlm . schingea oleh

R o A el

kargna belwn m

- fabva menurpt hukumina, permobenan sa pamnan dhaukan, diperiksa
dan diputus kepada dan mefaln Majehis Hakim vang memerihsa pokok
perkara. sedangkan pokok perkarama sedang dipenksa oleh majelis
hakm dan Pengadilan lingur Avama Jawa Tenpah

-~ Pdwea oleh karena e maka permohonan sia Jaannan sang diajukin olch

Pengpugat Komwnst melalue Pengadsian Agama Klas 1A Semarany ndak



berdasarkan hukum karena perkarama telth diputus  olch Peng adilan
Agama Klas | A Semarang. pada tangeal 27 Agusius 1998 dan sekarang
lclah dilimpahkan kepadz Pengadilan Boger Asama Jawa Tengah vtk
dimehonkan banding

Babwey denpan dermikian Pengadilan Agama klas 1A Somarang Juga
ndak hensenang wnpk membyha kembak perkara e karena perhacs

bandng sang ada & Pongadian_linge Apama Jawa Tengah belum

diperoleh pulusan sching /\\\

hekhuztiin by letng

&% T 5 ] :
diperuntukkan ik SRV |-t ¥ dalany  ranuka
menun jaty hela
Bahkwa penhal permohonan sta terhadap sopeda motor londa Asirca
Cirand tahun 1992, warna hiam, nomor pohst H 4354 GS, schidang tunah
dengan boangungn rumah tnppal e M terfenk d B Sario Milrsea
11127 Blok C Perumnas tloposart Semarang dan seperanghat peralatin

menjahut dak dipermasalabkan

I




B PEMBAHASAN

Pada kasus nomor 267 PdiGI19987Pa Sm, pemehon stz mengajukan
permohonan sta kepada Pengadilan Agama karena perkara tersebur befum
mempunyar  kekuatan hukum wiap  Dengan  diimpahkannya kewenangan
megadill perkara haria bersoma kepada Penpadilan Agama dihubungkan puls

dengan kewenangannya melaksanakan penyataan, permasatahan sia wrhadap

kchakmman  Terhadap

bersgnang rm; n\-

dikarcnakan .

| Pengadilan  Aga ydatar— -1 ne clabw  tentang
permasalahannya scjk mwal dan mendengar langsung ketcrangan darn
para pihak melalu persidangan

2, Domisili para pitiak dan obwek gugatan berada & Lingkunpan pengadian

ungkal pertana terschbut

Pengadilan Agama mempunyai alat perlenghapan untuk melaksanakan

Cad

sita yaitu Jury Sta,



Namun ada sang berpendapat bahwa perkara vang dalam proses

banding maka penpajuan permohonan sra yamman wiap kepada Kewa

Pengadilan Agama { Pcngadian wngkat perizma ) dengan cara'

1

2

Pemohon sita mengajukan permohonan kepada Kema Pengadilan Agama
Setelah permohonan forscbut  dierima, kemudian  Netua  Pengadian
Agama memerntahkan kepada Majels Hakim  vang  menudangkan

perkara tersebut ok mene tapkan han sdang dan memanggy! paa uhak

‘_.lf
o

untuk hadir dalam pers!dafigd ~ f“k imu { diperiksa secara
msidentd ) sang e dikabulkan atau
duolak

Agar ‘ ta sang
h a ferletnh

dahulu hl"l - * /ﬁ.guum agar

\

pemcriksaan U H ﬁ S-“S u L A //
Pengadian  Apg el UI’: el u}‘ﬂ:ﬂ.r' aAetfsaan Wi kepada

Pengadilon Tinggr Agama

menangouf selesainia

Satekh hasil pemerikisaan ska jaminan terscbut dikinm ke Pengaditan

Tinga Agama Jawa Tengab, Pengadilan Tingg Agama tdak terikal terhadap

rengabulan sta atw penolakan st obkh Peng adiban Agoma, vang aninya -

| hka pada tngkat Pengadilan Agama para pihak ndak rmengajukan

permohonan sta dan pada proses banding mengajukan permohonan sita

maka pengajuan permohorar sita iciop kepada Kea Pengadilan Azama

1




I~

Terhadg pemyitzan kersebut apabila Pengaddan Agama menolak inaka
Pengadidan Ting o Agama dapat juma meneabulkan, demikian juga jka
Pengadilan Agama mengabulkan maka Penagdilan  Tinggs Agama
mempunyal kcwenangan umuk menolaknya

3 Jika permohonan sia diolak oleh Pengadisn  Afoma  senwnlara
Pengadilan Tingyi Agama mengabulkan maka Pengadian Tinggt Agama

memutus dengan putusan sela dengan memcenatahkan hepada Pancra

Tingyr  Agaod PR LYy Amoart - i detigan

terdapt

ndak adanya

R
kepashan hul\ UHNISYS u LA jarmnan dalam

e

. b
ungkat bandin ..r-vljgiflélﬁiawh mpahkan kepada

| Terpadt perld

Pengadilan Tmges

]

Serngkali terjadt  pemindahtanganan  kepada phak  kedga  bogrtu
meng etahul dikabulkanna permohonan sia

Adapun cara pemelesatan hambatan sang tmbul yatu
s  Karena bukum membenatkan ssa dapat  dimohonkan dalany tingkat
bandng maka permohionan sita dipenksa s< cra msdenul selanjutnaya

kalau cukup alasan dietapkan olch Majehs 1lakim Pengadilan Apama




Semarang  sclanjutnya  sia  wap  diaksanakan  walapun  lerjads
petlawanan sia

Terhadap obyek sengketa vang telah dwpindahtangankan atau dikuasal
okh phak ketipa sepanjang obvek sng masth sesuar dengan penetapan

maka sita retap ddaksanakan

UNISSULA
Aezllull &R lelumsla

f




BAB IV

PENEUEER

A Simpulan
1  Alasan pengajuan pennohonan sia pamwan pada saat perkard dalam
pesmenksaan  lingkat bandisg  adabal pals saa pemerksaan Digkar
periama, permobonan sia belum pematt dajukan atau permohonan sia

smman sudah dajukan padasggucnksian Waghal poriama tetapl el

1 hah  dan
1 Kerugantiys
g Siiz jammati -_ﬂ, e tnohon dan
< et e
UNISSULA
M‘Jlﬂglégebl Ssela
I8 Saran

A,

1. Schaksya permohonan sta jamnan dagukan pada saal pemerik saan
gnghat porama  bersamaan  donem  perkara pokok  selunppa  dapat

diperihsa bersamaan dengan perkara pokok ¢una menghemat wak 1

47




2 Perlu adama Undang - Undang yang mengatr lentang Pengadilan vang
berwenang menenma, memenksa dan menpadill perkara st jamnan

pada saar perkara datamy pemenksaan tingkat bandmg atau kasas!

UNI S§ ULA
ezllul/l 1,;1 el
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